
BUPATI TULANG BAWANG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN RUKUN

TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW) DI KABUPATEN TULANG BAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

Menimbang : a. bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Menteri Dalam
Negen Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga
Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, perlu
melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Tulang
Bawang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di
Kabupaten Tulang Bawang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang
Bawang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tulang
Bawang nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman
Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di
Kabupaten Tulang Bawang.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan
Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten
Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3667);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

3. Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Keija (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan
Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 569);

7. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan
Rukun Warga (RW) di Kabupaten Tulang Bawang (Berita
Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017 Nomor 43).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI TULANG BAWANG NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA (RT) DAN
RUKUN WARGA (RW) Dl KABUPATEN TULANG BAWANG.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tulang Bawang nomor 12 tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di
Kabupaten Tulang Bawang (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017
Nomor 43), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Pengurus RT memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak
tanggal ditetapkan.

(2) Pengurus RT dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan
secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

(3) Pengurus RT dilarang merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan
Desa lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.



2. Ketentuan pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1) Pengurus RW memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung
sejak tanggal ditetapkan.

(2) Pengurus RW dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan
secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

(3) Pengurus RW dilarang merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan
Desa lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

3. Ketentuan pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pengurus RT dan RW yang sudah
ada saat ini tetap menjalankan tugasnya dan disesuaikan dengan ketentuan
dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Tulang
Bawang.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 2021

BUPATI TULANG BAVi ANG;

WINARTI

Diundangkan di Menggala
pada tanggal 7.1 JUU 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,

ANTHONI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2020 NOMOR :


